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ABSTRAK

A. Nama : Dense Munthe

Nim : 1540050903

C. Judul Skripsi :KEWENANGAN PRESIDEN MEMBENTUK
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

w

D. Kata Kunci  : Kewenangan Presiden dalam Pembentukan PERPU

E. Isi Halaman : X+70 Halaman

F. Daftar Acuan : 15 Buku + 6 Peraturan Prundang-Undangan

G. Isi Abstark  : Kewenangan yang diberikan kepada Presiden didalam

pembentukan Hukum ataupun yang sering disebut dengan istilah PERPU
merupakan suatu kebijakan negara untuk mengambil langkah cepat didalam
terjadinya kekosongan hukum sehingga dengan adanya sistem pemerintah yang
dianut maka konstitusi memberikan kebijakan itu kepada Prsesiden selaku
kepala Negara dan pemerintahan untuk membentuk sehingga maksud dari
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah tindakan kebijakan
Presiden yang diamanatkan sesuai dengan konstitusi yang berlaku untuk
menjamin pelaksanaan kekosongan hukum yang ada sehingga dengan adanya
PERPU yang di keluarkan oleh Presiden dapat menjamin terlaksananya hukum,
karena Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan Negara lah yang dapat
melakukan didalam keadaan kegentingan untuk mengambil alih dengan
cepat,sehingga Presiden dengan wewenang yang ditunjuk, Sesuai dengan UU
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan,
pasal 1 point 1 menyatakan, “ Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
adalah Pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan. Setelah itu dinyatakan pada point 2, “Peraturan Perundang-
undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat
secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat
yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan
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Pembing Il : Chandra Aritonang.SH.MH



DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..ot i
HALAMAN PERSETUJUAN.......ooii e I
LEMBAR PENGESAHAN ..o ii
KATA PENGANTAR . ..o 0\
ABSTRAK .. vii
DAFTAR ISL .o iX
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.............cccccooviiiiiiiicic e, 1
B.  Pokok Permasalahan ..o 5
C.  Tujuan Penelitian..........cccoooiiiiiieie e 6
D.  Metode Penelitian..........ccooeieiiiiiiiicee e 7
E.  Sistematika PenuliSan ..o 11
BAB |1 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Perpu

A.  Pengertian KeWenangan..........ccccceeiieiieeiiesiueesiee e eseesne e e 12
B.  Jenis-Jenis KeWeNanQan.........cccccviieiieiiieeiie i esiee e esiee s siee e 14
C. Sebab Timbulnya Kewenangan Presiden.........c.ccocvevveevieeiineeveesveesnne. 16
D. Landasan Kewenangan Presiden dalam Pembentukan PERPU.......... 18

E. Mekanisme Kewenangan Presiden dalam Pembentukan PERPU........ 23

viii



F.  LANASAN TOOTT wevveeeeeeeee et e e e e e e e eee e 27

BAB Il PEMBAHASAN

Kewenangan Presiden Membentuk PERPU dalam Sistem Ketatanegaraan

Indonesia
A.  Sejarah Pembentukan Keberadaan Presiden di Indonesia.................. 28
B. Kedudukan Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia..................... 30

C. Tugas dan Wewenag Presiden dalam Ketatanegaraan Indonesia.......37
D. Hubungan Presiden dengan Pembentukan Perpu..........c.ccccoecvevveiueenee. 41
E. Contoh Pembentukkan Perpu Oleh Presiden...........cccecvvvveivevesnnenne. 43
Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

A. Tata Urutan Perundang-Undanggan Ketatanegaraan Indonesia......... 46
B. Implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.......47

1. Pengertian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.......47

2. Fungsi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang............ 54
3. Asas-Asas Pembentukan Peraturan perundang-undangan............ 60
4. Landasan Parameter Dalam Pembentukan PERPU...................... 63
5. Unsur-unsur dalam pembuatan PERPU............................... 65
C. Makna Kedudukan PERPU...........coiiiiiiiiiiiiiiiiee, 67

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

AL KESIMPUIAN. ..o 68

B A AN . e e aaaaaa 70



Daftar Pustaka



	1

